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Abstrak 

 

Ekosistem mangrove memiliki fungsi penyimpanan karbon yang tinggi. Namun terjadi degradasi mangrove 

akibat kegiatan ekonomi salah satunya sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perlunya 

pengembangan usaha yang berkelanjutan salah satunya usaha konservasi mangrove. Penelitian ini bertujuan 

untuk menghitung potensi manfaat ekonomi usaha konservasi mangrove dan menyusun strategi pengembangan 

usaha konservasi mangrove yang berkelanjutan di TWA Jering Menduyung. Metode analisis data yang 

digunakan yaitu analisis benefit transfer faktor emisi karbon dan analisis pendapatan manfaat ekonomi usaha 

konservasi mangrove. Analisis strategi menggunakan interpretative structural modelling dengan software 

Exsimpro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha konservasi mangrove berpotensi memberikan manfaat 

ekonomi mencapai Rp2.609.471.451 per tahun. Strategi untuk merealisasikan manfaat ekonomi tersebut dengan 

meningkatkan sarana prasarana, menegakan hukum dan kebijakan, meningkatkan kesadaran dan kapasitas 

masyarakat, dan skema pendanaan oleh para stakeholder yaitu BKSDA Sumsel, DKP, dan Bappeda Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung serta pihak yang berada di sekitar kawasan yaitu pemerintah desa dan masyarakat 

Desa Air Menduyung. 

 

Kata kunci: benefit transfer, interpretative structural modelling, stakeholder, degradasi mangrove 

 

 

Abstract 

 

Mangrove ecosystems have a high carbon storage function. However, mangrove degradation occurs due to 

economic activities, one of which is the mining sector in the Bangka Belitung Islands Province. The need for 

sustainable business development, one of which is mangrove conservation business. The objective of this 

research is to calculate the potential economic benefits of mangrove conservation businesses and develop 

strategies for developing sustainable mangrove conservation businesses in TWA Jering Menduyung. The 

methods used in this research are benefit transfer analysis of carbon emission factors and income analysis of the 

economic benefits of mangrove conservation businesses. Strategy analysis using interpretative structural 

modelling with Exsimpro software. The results of the study mangrove conservation have the potential to provide 

economic benefits reaching IDR2,609,471,451 per year. Strategies to realise these economic benefits by 

improving infrastructure, enforcing laws and policies, increasing community awareness and capacity, and 

funding schemes by stakeholders, namely South Sumatra BKSDA, DKP, and Bappeda Province of Bangka 

Belitung Islands as well as parties around the area, namely the village government and the community of Air 

Menduyung Village. 
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PENDAHULUAN 

Ekosistem mangrove merupakan 

sumberdaya alam pesisir yang memiliki peran 

ganda baik aspek ekologi maupun sosial 

ekonomi (Ramena et al., 2020). Ekosistem ini 

merupakan ekosistem yang kompleks dan khas 

serta memiliki daya dukung yang besar terhadap 

lingkungan serta memiliki manfaat ekonomi dan 

sosial yang tinggi (Purnamasari et al., 2022). 

Misalnya, manfaat ekonomi mangrove di Pulau 

Rempang Kota Batam mencapai Rp26.689.579 

per hektar per tahun (Alamanda et al., 2024). 

Salah satu peran penting ekosistem mangrove 

bagi lingkungan yaitu layanan penyimpanan dan 

penyerapan karbon yang berkontribusi terhadap 

upaya penanganan terhadap perubahan iklim 

(Dinilhuda et al., 2020).   

Perubahan iklim memberikan dampak 

buruk terhadap kualitas sumber daya alam dan 

lingkungan (Nurhayati et al., 2020). Pelaksanaan 

penanganan perubahan iklim tidak hanya 

berfokus pada isu lingkungan saja, namun juga 

terkait pembangunan ekonomi yang harus sesuai 

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Ekosistem mangrove ini menjadi salah satu 

ekosistem dengan fungsi penyerapan dan 

penyimpanan karbon yang tinggi sehingga perlu 

dikelola secara berkelanjutan (Dinilhuda et al., 

2020). Namun, saat ini telah terjadi degradasi 

mangrove yang disebabkan oleh perubahan 

penggunaan lahan dan eksploitasi sumber daya 

alam di wilayah pesisir (Cahyaningsih et al., 

2022). Berdasarkan data dari Global Mangrove 

Watch, luas mangrove di Indonesia telah 

berkurang sebesar 1.739,04 km2 dari tahun 1996 

sampai dengan tahun 2020 (Melati, 2021). 

Pemerintah Indonesia berupaya mengurangi 

degradasi mangrove untuk mendukung upaya 

penurunan emisi karbon salah satunya melalui 

program konservasi dan rehabilitasi mangrove. 

Program ini menjangkau dari tingkat provinsi 

hingga tingkat wilayah atau kawasan mangrove. 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 

salah satu provinsi prioritas dalam program 

tersebut. Provinsi ini memiliki tingkat kerusakan 

mangrove yang cukup tinggi salah satunya 

disebabkan pertambangan timah yang menjadi 

mata pencaharian masyarakat dan pendapatan 

asli daerah. Adanya penambangan timah 

menyebabkan degradasi mangrove yang 

berdampak terhadap penurunan hasil perikanan 

dan stok karbon mangrove (Adibrata et al., 

2021; Cahyaningsih et al., 2022).  

Upaya pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan di kawasan mangrove diperlukan 

untuk meminimalisir terjadinya kerusakan 

mangrove akibat kegiatan ekonomi masyarakat. 

Salah satu usaha yang dapat dikembangkan yaitu 

konservasi mangrove. Usaha ini menjadi salah 

satu potensi usaha yang berkelanjutan dengan 

pemanfaatan jasa simpanan dan serapan karbon 

sebagai produk utamanya.  

Salah satu kawasan mangrove di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang masih terjaga 

kondisinya yaitu Kawasan Mangrove Taman 

Wisata Alam (TWA) Jering Menduyung. 

Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan 

konservasi sejak tahun 2016 yang berada di 

bawah pengelolaaan Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam Sumatera Selatan (BKSDA Sumsel). 

Adanya penetapan kawasan konservasi ini telah 

memberikan batasan terhadap masyarakat yang 
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tinggal di sekitar kawasan dalam pemanfaatan 

ekosistem mangrove. Di sisi lain, masyarakat 

masih bergantung terhadap ekosistem mangrove 

sehingga diperlukan alternatif pengembangan 

usaha yang dapat mengakomodir kebutuhan 

ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan.  

Pengembangan usaha konservasi dapat 

menjadi solusi pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan. Misalnya, usaha konservasi 

ekosistem nipah dan hutan penyangga Suaka 

Margasatwa Sungai Lamandau sebagai Kawasan 

Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di 

Kalimantan Tengah. Usaha tersebut memberikan 

dampak ekonomi peningkatan produksi padi dari 

2 ton per hektar per tahun menjadi 6 ton per 

hektar per tahun dan peningkatan ekonomi 

masyarakat sebesar Rp1.000.000 per keluarga 

per bulan serta penurunan emisi sebesar 807.400 

tonCO2eq per tahun (Bappenas, 2020). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa usaha konservasi 

dapat menjadi solusi pengembangan ekonomi 

yang berkelanjutan.  

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis 

penelitian ini adalah bahwa usaha konservasi 

mangrove berpotensi mendukung 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di 

kawasan TWA Jering Menduyung Kabupaten 

Bangka Barat. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghitung potensi ekonomi usaha konservasi 

mangrove dan merekomendasikan strategi 

pengembangan usaha konservasi mangrove yang 

berkelanjutan di TWA Jering Menduyung 

Kabupaten Bangka Barat. 

KAJIAN TEORI 

Pembangunan berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan berupaya 

menanggulangi dampak perubahan iklim, 

memperbaiki kualitas lingkungan, dan 

mengurangi nilai potensi kerugian akibat 

dampak perubahan iklim (Bappenas, 2020). 

Konsep pembangunan ini diharapkan dapat 

meningkatkan dampak ekonomi dan sosial 

masyarakat melalui pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan serta meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup (Bappenas, 2022). Konsep 

pembangunan ini melibatkan kolaborasi dan 

komunikasi yang intensif dari berbagai 

stakeholder seperti pemerintah, akademisi, 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan 

kelompok masyarakat lokal untuk memastikan 

proses transisi menuju pembangunan 

berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan baik 

(Jamalianuri et al., 2021) 

Salah satu sektor yang menjadi prioritas 

dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sektor 

pesisir laut. Ekosistem mangrove menjadi salah 

satu ekosistem pesisir laut yang memiliki peran 

penting dalam pembangunan berkelanjutan. 

Contoh pembangunan berkelanjutan di kawasan 

mangrove yaitu pemanfaatan lahan bekas 

tambang menjadi Belitung Mangrove Park 

(BMP). Dampak yang dihasilkan dari kegiatan 

ini yaitu peningkatan pendapatan 25 keluarga 

dari Rp3.000.000 per tahun meningkat menjadi 

Rp24.000.000 per tahun dari sektor wisata. 

Dampak lainnya menurunnya emisi sebesar 

220.200 tonCO2eq per tahun dan memulihkan 

200 hektar ekosistem hutan pesisir (Bappenas, 

2020). 

Penelitian berkaitan dengan analisis 

terhadap pembangunan berkelanjutan pada 
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kawasan mangrove dilakukan dengan 

pendekatan sistem dinamik oleh Indrawati 

(2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proporsi emisi karbon di Kabupaten Sinjai 

Provinsi Sulawesi Selatan berbanding terbalik 

dengan perubahan luas mangrove yang 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Perlunya kebijakan untuk mempertahankan luas 

lahan minimal pada kawasan hutan lindung dan 

hutan konservasi mangrove serta melakukan 

rehabilitasi mangrove. 

Pengembangan Usaha Konservasi mangrove 

Konservasi mangrove menjadi langkah 

strategis untuk melindungi, memelihara, dan 

mengembalikan ekosistem mangrove yang rusak 

atau terdegradasi (Handayani et al., 2016). 

Pengembangan usaha konservasi mangrove 

bertujuan untuk melestarikan ekosistem 

mangrove sekaligus mengoptimalkan manfaat 

ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh dari 

hutan mangrove secara berkelanjutan (Fandeli, 

2014). 

Penelitian mengenai pengembangan usaha 

konservasi mangrove di wilayah pesisir oleh 

Gobel dan Wunarlan (2023) menyatakan bahwa 

penanaman mangrove dan kegiatan ekowisata 

dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat 

lokal sekaligus mempromosikan upaya 

konservasi. Namun perlunya pemilihan lokasi 

dan teknik penanaman yang tepat serta 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan yang 

baik untuk mendukung usaha tersebut. 

Penelitian lainnya mengenai penanaman 

mangrove oleh Chatting et al. (2020) 

menunjukkan bahwa melalui penanaman 

mangrove dapat memberikan manfaat 

penyimpanan emisi karbon rata-rata sekitar 

680,50 tonCO2eq secara global selama 40 tahun. 

TWA Jering Menduyung 

TWA Jering Menduyung merupakan 

kawasan hutan mangrove yang ditetapkan 

sebagai kawasan konservasi sejak tahun 2016. 

Kawasan ini terletak di Kecamatan Simpang 

Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. TWA ini berada di 

Wilayah Pesisir Laut Bangka Barat dan 

didominasi oleh tumbuhan mangrove yang 

cukup lebat dan luas dengan didominasi oleh 

mangrove primer seluas 1.209,7 hektar (BKSDA 

Sumsel, 2017).  

Kegiatan konservasi mangrove yang 

dilakukan di TWA Jering Menduyung yaitu 

pemeliharaan dan penanaman mangrove oleh 

kelompok masyarakat dan BKSDA Sumsel. 

Kegiatan tersebut masih sebatas inisiatif 

bersama maupun program yang belum 

berkesinambungan. Sementara itu, untuk 

kegiatan rehabilitasi mangrove di TWA Jering 

Menduyung pernah dilaksanakan pada tahun 

2021 namun kurang berhasil sehingga 

masyarakat lebih memilih melakukan kegiatan 

konservasi mangrove saja. 

Kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan 

oleh masyarakat yaitu penangkapan biota air 

laut. Perairan di sekitar TWA Jering Menduyung 

menyediakan beragam jenis ikan, udang, 

kepiting, kerang, cumi, siput dan biota air laut 

lainnya. Keberadaan biota laut ini secara 

langsung dipengaruhi oleh kondisi ekosistem 

hutan mangrove (Hafni, 2016). Berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Bangka Barat 2024, nilai tangkapan biota air 

laut di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten 
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Bangka Barat pada tahun 2023 mencapai 6.771 

ton dengan nilai penerimaan sebesar 

Rp263.166.646.910,00.  

Penelitian terdahulu mengenai TWA Jering 

Menduyung oleh Aziz et al. (2020) menyatakan 

bahwa strategi yang tepat dalam perencanaan 

dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove 

TWA Jering Menduyung yang efektif dan 

berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan 

partisipatif. Berdasarkan hal tersebut usaha 

konservasi mangrove menjadi opsi yang ideal 

karena akan meningkatkan keterlibatan 

masyasrakat sebagai mitra dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan kawasan mangrove (Fandeli, 

2014). 

METODE 

Lokasi penelitian ini berada di Kawasan 

Hutan Mangrove TWA Jering Menduyung Desa 

Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, 

Kabupaten Bangka Barat. Pengumpulan data 

dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 

2024. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif terhadap potensi pengembangan 

konservasi mangrove dan pengembangan usaha 

konservasi mangrove yang berkelanjutan di 

TWA Jering Menduyung Kabupaten Bangka 

Barat. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

ditetapkan melalui teknik purposive sampling 

dengan pertimbangan bahwa responden adalah 

pihak yang terkait langsung dalam pengelolaan 

kawasan mangrove yaitu perwakilan kelompok 

masyarakat, akademisi Universitas Bangka 

Belitung (UBB), BKSDA Sumsel, Dinas 

Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah 

Desa Air Menduyung. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner perspektif elit elemen-

elemen yang mendukung pengembangan usaha 

konservasi di Kawasan Mangrove TWA Jering 

Menduyung. Data sekunder berupa informasi 

mengenai kondisi ekosistem mangrove dan 

program konservasi mangrove yang diperoleh 

dari laporan program, publikasi ilmiah, BKSDA 

Sumsel, dan DKP Kabupaten Bangka Barat. 

Manfaat ekonomi usaha konservasi 

mangrove yang dimaksud pada penelitian ini 

terbatas pada kegiatan pemeliharaan dan 

penanaman mangrove yang mengalami kematian 

di TWA Jering Menduyung. Metode analisis 

data yang digunakan untuk menghitung manfaat 

ekonomi usaha konservasi mangrove 

menggunakan analisis pendapatan dan analisis 

benefit transfer faktor emisi karbon mangrove. 

Analisis pendapatan dengan menghitung 

penerimaan dikurangi biaya usaha konservasi 

mangrove (Sinaga et al., 2023). Nilai biaya 

usaha konservasi menggunakan standar biaya 

konservasi mangrove yang berlaku sedangkan 

penerimaan berasal dari nilai ekonomi karbon.  

Terdapat dua tahapan perhitungan nilai 

ekonomi karbon. Tahapan pertama yaitu 

menghitung nilai faktor emisi (FE) karbon 

menggunakan metode benefit transfer, yaitu 

mencari padanan dengan kriteria yang dapat 

dijadikan acuan dalam mengestimasi nilai faktor 

emisi karbon (Fauzi, 2014). Tahapan kedua 

yaitu menghitung nilai ekonomi karbon dengan 

pengalian antara nilai serapan karbon dan harga 

karbon yang ditetapkan (Perpres, 2021).  

Metode analisis data berikutnya yaitu 

menyusun strategi pengembangan usaha 
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konservasi mangrove yang berkelanjutan 

menggunakan analisis interpretative stuctural 

modelling (ISM) dengan software Exsimpro. 

Analisis ISM memiliki dua tahapan utama yaitu 

penyusunan hierarki dan klasifikasi sub elemen 

(Nisa et al., 2022). Terdapat tiga elemen yang 

digunakan yaitu perubahan yang dibutuhkan, 

tujuan yang ingin dicapai, dan aktor atau 

lembaga yang terlibat dalam pengembangan 

usaha konservasi mangrove di TWA Jering 

Menduyung. Sub elemen didasarkan pada hasil 

temuan lapang dan dokumen strategi nasional 

pengelolaan ekosistem mangrove dalam 

mendukung pembangunan berkelanjutan 

(Bappenas, 2022). Model ini akan 

menghubungkan antara sub-elemen dan tingkat 

hierarki, elemen hierarki yang yang lebih rendah 

dapat mempengaruhi elemen diatasnya 

(Munawir et al., 2021). Elemen dan sub elemen 

yang berpengaruh dalam pengembangan usaha 

konservasi mangrove berkelanjutan di TWA 

Jering Menduyung dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Elemen dan sub elemen pengembangan usaha konservasi mangrove berkelanjutan 

Elemen Sub elemen 

Perubahan yang 

diinginkan 

1. Penegakan hukum dalam usaha konservasi mangrove 

2. Peningkatan sarana prasarana usaha konservasi mangrove 

3. Penguatan kerangka regulasi, kebijakan, dan kelembagaan usaha 

konservasi mangrove 

4. Memperkuat penggunaan teknologi untuk mendukung usaha konservasi 

mangrove 

5. Peningkatan peran dan kapasitas masyarakat sebagai mitra konservasi 

mangrove 

6. Mendorong mekanisme pendanaan yang mendukung konservasi 

mangrove 

Tujuan yang ingin 

dicapai 

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat 

2. Meningkatkan jumlah lapangan kerja 

3. Meningkatkan kualitas ekosistem mangrove 

4. Menurunkan emisi karbon 

Aktor atau lembaga 

yang terlibat 

1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

2. BKSDA Sumsel 

3. Akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB)  

4. DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

5. LSM Mangrove Bangka Belitung 

6. Pemerintah Desa Air Menduyung 

7. Kelompok Masyarakat 
Sumber: Bappenas, 2022 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Air Menduyung berada di Kecamatan 

Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang 

memiliki luas wilayah sebesar 9.037 hektar 

dengan luasan 1.209,7 hektar berupa kawasan 

hutan mangrove (BKSDA Sumsel, 2017). 

Masyarakat Desa Air Menduyung 

memanfaatkan kawasan mangrove untuk 

menangkap biota air laut. Masyarakat juga 

melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi 

mangrove, kegiatan konservasi yang dilakukan 

berupa pemeliharaan dan penanaman mangrove 

masih terbatas pada inisiatif kelompok 

masyarakat dan BKSDA Sumsel belum menjadi 

usaha tetap masyarakat. Sementara itu, kegiatan 

rehabilitasi mangrove seluas 100 hektar yang 
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dilakukan pada tahun 2021 tidak berhasil karena 

tingkat kematian mangrove mencapai 90% yang 

disebabkan minimnya pemeliharaan dan 

terbatasnya akses menuju lokasi rehabilitasi 

yang sulit dijangkau serta adanya hama teritip 

yang menyerang tanaman mangrove. 

Inisiasi usaha konservasi mangrove telah 

dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan 

bersama antara kelompok masyarakat dan pihak 

BKSDA Sumsel secara rutin minimal 3 kali 

dalam setahun serta pemantauan rutin setiap 

bulan oleh pihak BKSDA Sumsel. Inisiasi 

tersebut dapat menjadi modal awal untuk 

dikembangkan menjadi usaha bersama 

masyarakat dibawah pengawasan BKSDA 

Sumsel. Usaha konservasi mangrove ini 

memiliki potensi manfaat ekonomi yang tinggi 

berasal dari nilai ekonomi karbon yang 

dihasilkan. Usaha ini juga didukung oleh kondisi 

mangrove di TWA Jering Menduyung yang 

memiliki tingkat kematian mangrove dibawah 

10%. 

Besaran manfaat ekonomi usaha konservasi 

mangrove diperoleh dari nilai penerimaan yang 

berasal dari potensi nilai ekonomi karbon 

dikurangi dengan standar biaya yang 

dikeluarkan. Diketahui data faktor emisi (FE) 

cadangan dan serapan karbon mengacu pada 

Bappenas (2014) sedangkan umur siklus 

mangrove mengacu pada Yanuartanti et al. 

(2015). Perhitungan terhadap nilai serapan 

karbon dari kegiatan konservasi mangrove dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil perhitungan nilai serapan karbon konservasi mangrove 

No Komponen Satuan Nilai 

1 FE cadangan karbon  tonC/ha/siklus 170 

2 Umur siklus Tahun 30 

3 FE serapan karbon tonCO2eq/ha/tahun 20,78 

4 Tingkat kematian mangrove % 10 

5 Nilai serapan karbon tonCO2eq/ha/tahun 18,70 

Sumber: Data diolah, 2024 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 

diperoleh rata-rata nilai serapan karbon 

mangrove dengan tingkat kematian mangrove 

10% sebesar 18,70 tonCO2 per hektar per tahun. 

Selanjutnya akan dihitung rata-rata manfaat 

ekonomi dengan perhitungan nilai ekonomi 

karbon. Diketahui bahwa biaya untuk konservasi 

mangrove setiap tahunnya sebesar Rp3.248.000 

per hektar (Bappenas 2022). Harga karbon yang 

berkembang di Indonesia bervariasi dari $2-$18 

per tonCO2 sehingga digunakan simulasi untuk 

menghitung berapa harga karbon yang dapat 

memberikan keuntungan. Kurs dollar yang 

digunakan yaitu $1 sama dengan Rp16.058 

berdasarkan kurs rupiah pada 20 Mei 2024. 

Berikut disajikan hasil analisis pendapatan 

berbagai variasi harga karbon yang dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil simulasi harga karbon manfaat ekonomi konservasi mangrove 

Harga karbon ($/tonCO2) Penerimaan (Rp/tahun) Manfaat ekonomi (Rp/tahun) 

2  600.569  -2.647.431  

5  1.501.423  -1.746.577  

10  3.002.846  -245.154  

11  3.303.131   55.131  

18  5.405.123   2.157.123  

Sumber: Data diolah, 2024

Manfaat ekonomi dari kegiatan konservasi 

mangrove dengan tingkat kematian maksimal 

sebesar 10% berpotensi menghasilkan 

keuntungan antara Rp55.131 per hektar sampai 

dengan Rp2.157.123 per hektar dengan harga 

karbon yang berlaku minimal $11 per tonCO2. 

Diketahui total luas lahan mangrove TWA 

Jering Menduyung sebesar 1.209,7 hektar 

sehingga potensi ekonomi dari kegiatan 

konservasi mangrove di TWA Jering 

Menduyung mencapai Rp66.691.487 per tahun 

sampai dengan Rp2.609.471.451 per tahun 

bergantung pada harga karbon yang disepakati. 

Mengingat potensi manfaat ekonomi yang 

tinggi dari nilai ekonomi karbon, usaha 

konservasi mangrove perlu dikembangkan 

dengan skema penerimaan berbasis kinerja 

karbon. Beberapa skema monetisasi nilai 

ekonomi karbon yaitu perdagangan karbon dan 

pajak karbon. Perdagangan karbon dan pajak 

karbon ini belum banyak berkembang karena 

mekanismenya belum dipahami secara 

menyeluruh sehingga kelembagaan memegang 

peranan yang krusial (Fandeli, 2014). Produk 

karbon ini perlu dikaji lebih lanjut sebelum 

memasuki pasar karbon. Produk karbon dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga 

potensi penerimaan oleh pasar menjadi lebih 

besar. Misalnya, produk karbon yang dapat 

menunjang program CSR perusahaan dengan 

memberikan impact sosial, ekonomi, dan 

lingkungan (Riski & Lukman., 2021). 

Upaya penguatan kelembagaan konservasi 

mangrove antara BKSDA Sumsel sebagai 

pengelola kawasan untuk bersinergi bersama 

kelompok masyarakat serta stakeholder lainnya 

diperlukan untuk mengembangkan usaha 

konservasi mangrove. Misalnya, Provinsi 

Kalimantan Timur telah membentuk 

kelembagaan yang telah berhasil melakukan 

perdagangan karbon mangrove. Selain itu, 

pengembangan teknologi juga diperlukan 

mengingat penerimaan yang dihasilkan berasal 

dari nilai ekonomi karbon sehingga perlunya 

validasi terhadap nilai tersebut dengan teknologi 

monitoring, report, dan verification (MRV). 

Strategi pengembangan usaha konservasi 

mangrove di TWA Jering Menduyung disusun 

secara komprehensif berdasarkan langkah-

langkah perubahan yang dibutuhkan, tujuan 

yang ingin dicapai, dan aktor atau lembaga yang 

terlibat untuk mencapai pengembangan usaha 

konservasi mangrove yang berkelanjutan. 

Strategi pertama yaitu dari elemen 

perubahan berupa langkah-langkah konkret yang 

dibutuhkan untuk mengembangan usaha 

konservasi mangrove. Langkah awal yang 

dibutuhkan yaitu pemenuhan sarana dan 

prasarana usaha konservasi. Langkah 

selanjutnya yaitu penguatan penegakan hukum 
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dan regulasi kebijakan untuk mendukung tata 

kelola usaha konservasi serta peningkatan 

partisipasi masyarakat dan dukungan skema 

pendanaan yang berkelanjutan. Jika 

diilustrasikan dalam model struktur hierarki 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Model struktur elemen perubahan yang dibutuhkan 

Sumber: Data diolah, 2024 

Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi dalam 

mengembangkan usaha konservasi. Pelaku 

usaha perlu memperhatikan sarana prasarana apa 

saja yang dibutuhkan untuk menunjang usaha 

konservasi mangrove terutama yang sifatnya 

jangka panjang atau investasi seperti perahu atau 

speed boat dan drone agar pemantauan dan 

pemeliharaan kawasan mangrove dapat 

dilakukan dengan lebih efisien. Penyediaan 

sarana dan prasarana yang lebih baik akan 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

(Muali, 2020). Selain itu, terdapat potensi untuk 

diversifikasi usaha dengan pembangunan pusat 

edukasi dan pembibitan mangrove. 

Prioritas strategi pada tahapan berikutnya 

yaitu penegakan hukum yang perlu dipertegas 

terutama terhadap kegiatan penambangan yang 

berada di sekitar perairan Pesisir Barat 

Kabupaten Bangka Barat mangrove yang dapat 

berdampak buruk terhadap lingkungan dan 

memicu konflik antar stakeholder (Bidayani dan 

Kurniawan, 2020). BKSDA Sumsel selaku 

pengelola yang bertanggungjawab terhadap 

kawasan ini telah aktif untuk mengedukasi 

masyarakat sekitar kawasan untuk ikut 

memantau dan melaporkan jika terdapat 

kegiatan yang merusak Kawasan Mangrove 

TWA Jering Menduyung. 

Pengembangan usaha konservasi mangrove 

ini harus melibatkan berbagai pihak dari tingkat 

provinsi hingga tingkat wilayah atau kawasan 

agar antar tingkatan dapat bersinergi dalam 

penegakan regulasi yang berlaku (Fandeli, 

2014). Hal tersebut penting mangrove 

merupakan ekosistem dengan status common 

pool resources (CPRs) atau kepemilikan 

bersama sumberdaya sehingga perlu 

memperhatikan tiga aspek pengelolaan, yaitu 

aspek karakteristik sumberdaya, regulasi yang 

diterapkan, dan keterlibatan sumberdaya 

manusia di dalamnya. (Alviya et al., 2018; 

Abiyoga et al., 2017). 

Kelembagaan juga perlu ditingkatkan 

kapasitas dan perannya, kelompok kerja 

mangrove daerah (KKMD) yang terdiri dari 

pemerintah dan akademisi dapat menaungi atau 

bermitra dengan lembaga usaha konservasi 

mangrove yang dibentuk. Kapasitas 

kelembagaan ini sangat penting dalam 
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pengembangan usaha konservasi mangrove 

dengan produk hasil karbon mengingat banyak 

pihak yang belum memahami secara 

menyeluruh mengenai skema pajak dan 

perdagangan karbon (Fandeli, 2014). 

Kelompok masyarakat yang tinggal di 

sekitar kawasan mangrove dapat ditingkatkan 

peran dan keterlibatannya menjadi mitra 

konservasi (Abiyoga et al., 2017). Masyarakat 

dapat bekerjasama dengan pihak BKSDA 

sebagai pelaksana lapang sehingga pengawasan 

dapat dilakukan lebih intensif. Misalnya, 

nelayan yang menangkap biota air laut dapat 

terlibat langsung dalam usaha konservasi untuk 

memantau mangrove sekaligus memanfaatkan 

kawasan mangrove untuk menangkap biota air 

laut di sekitarnya (Fandeli, 2014). Kelompok 

masyarakat juga perlu diberikan pemahaman 

manajerial terhadap usaha konservasi yang 

dikembangkan agar usaha yang dijalankan 

memiliki tata kelola yang baik (Hubbansyah et 

al., 2023). 

Usaha konservasi mangrove membutuhkan 

skema pendanaan berkelanjutan yang tidak 

membebani dana publik. Selain itu pendekatan 

yang dilakukan yaitu konservasi mangrove 

sebagai usaha yang menguntungkan bukan lagi 

sebagai beban biaya lingkungan (Nurhati dan 

Murdiyarso, 2021). Oleh karena itu, perlu skema 

pendanaan potensial seperti pajak karbon, 

perdagangan karbon, corporate social 

responsibility (CSR) dan dana hibah lainnya. 

Misalnya, penerapan pajak karbon di Indonesia 

dapat diterapkan dengan merancang perhitungan 

pajak karbon, mengidentifikasi bisnis yang 

memenuhi syarat, dan mengesahkan peraturan 

yang dibutuhkan untuk mendukung 

implementasi pajak karbon (Azis et al., 2023). 

Tahap berikutnya yaitu peningkatan inovasi 

teknologi pengembangan usaha konservasi 

mangrove. Inovasi dalam MRV karbon 

mangrove diperlukan agar perhitungan dapat 

dilakukan dengan lebih akurat dan mudah 

dilakukan. Selain itu, teknologi untuk 

diversifikasi usaha mangrove juga diperlukan 

seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 

mangrove lainnya seperti penangkapan biota air 

laut atau budidaya madu hutan. 

Strategi kedua yaitu dari elemen tujuan 

yang ingin dicapai menjadi acuan strategi yang 

diterapkan dapat memprioritaskan tujuan 

tersebut. Strategi utama dari pengembangan 

usaha konservasi mangrove yaitu meningkatkan 

pendapatan masyarakat, meningkatkan jumlah 

lapangan kerja, dan menurunkan emisi karbon. 

Setelah ketiga strategi tersebut tercapai tujuan 

berikutnya yaitu meningkatkan kualitas 

ekosistem mangrove. Jika diilustrasikan dalam 

model struktur hierarki dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Model struktur elemen tujuan yang ingin dicapai 

Sumber: Data diolah, 2024 

Pendapatan masyarakat yang diperoleh dari 

usaha konservasi diharapkan nilainya dapat 

sama atau lebih besar dibandingkan kegiatan 

ekonomi yang merusak ekosistem mangrove 

sehingga lebih banyak menarik minat 

masyarakat untuk melakukan konservasi. 

Potensi pendapatan dari kegiatan konservasi 

mangrove ini cukup besar mencapai 

Rp66.691.487 per tahun sampai dengan 

Rp2.609.471.451 per tahun. Selain itu, 

masyarakat dapat melakukan diversifikasi usaha 

konservasi lainnya seperti pembibitan mangrove 

dan ekowisata.  

Pengembangan usaha konservasi mangrove 

ini juga akan berdampak pada peningkatan 

jumlah lapangan kerja di masyarakat (Vinatra, 

2023). Serapan tenaga kerja perlu diperhatikan 

mengingat banyaknya masyarakat yang 

bergantung pada pemanfaatan ekosistem 

mangrove. Masyarakat dapat terlibat menjadi 

pengelola sekaligus pemanfaat kawasan 

mangrove seperti kegiatan penangkapan biota air 

laut. Strategi menurunkan emisi karbon juga 

perlu diperhatikan karena manfaat ekonomi akan 

bergantung pada kinerja karbon yang dihasilkan 

dari ekosistem mangrove (Friess et al., 2020).  

Kegiatan konservasi dan kinerja karbon 

yang meningkat juga akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya kualitas ekosistem mangrove. 

Peningkatan kualitas ekosistem mangrove ini 

akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan biota 

air laut oleh nelayan sehingga antar tujuan dalam 

pengembangan usaha konservasi mangrove ini 

saling berkesinambungan.  

Strategi ketiga yaitu dari elemen 

keterlibatan berbagai aktor atau lembaga yang 

memiliki berbagai kepentingan baik pemangku 

kebijakan, akademisi, dan masyarakat. Setiap 

aktor atau lembaga perlu bersinergi dan terlibat 

aktif terhadap perubahan yang dibutuhkan untuk 

mendukung tujuan pengembangan usaha 

konservasi mangrove yang berkelanjutan 

(Ambinari et al., 2016). Terdapat tiga aktor atau 

lembaga yang dianggap sebagai kunci dalam 

pengembangan usaha konservasi mangrove di 

kawasan ini yaitu BSKDA Sumsel, DKP 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan 

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Sementara lembaga lainnya menjadi pendukung 

yaitu Pemerintah Desa Air Menduyung, 

kelompok masyarakat, dan akademisi UBB. 

Lembaga terakhir yang terlibat dalam 

pengembangan usaha konservasi mangrove yaitu 

LSM.Ilustrasi Model struktur hierarki dari 

elemen pelaku atau lembaga dapat dilihat pada 

Gambar 3.
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Gambar 3. Model struktur elemen aktor atau lembaga yang terlibat 

Sumber: Data diolah, 2024 

Pertama, BKSDA Sumsel, memiliki 

peran utama dalam penetapan kebijakan dan 

penegakan hukum di TWA Jering 

Menduyung. Berbagai kegiatan yang 

dilakukan di kawasan ini harus dilakukan 

dengan persetujuan lembaga ini. Selain itu, 

lembaga ini juga bekerjasama dengan 

pemerintah desa dan masyarakat lokal untuk 

membantu mengawasi kawasan dari aktivitas 

yang merusak kawasan mangrove.  

Kedua, DKP Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung bertanggung jawab atas 

pengembangan kegiatan pesisir dengan 

mengawasi praktik penangkapan yang ramah 

lingkungan. DKP juga memberikan 

penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi 

sarana prasarana pendukung usaha perikanan. 

Praktik perikanan berkelanjutan ini 

mendorong terjaga ekosistem mangrove tetap 

lestari.  

Ketiga, Bappeda Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung memiliki peran penting 

dalam perencanaan dan pengelolaan 

pembangunan di tingkat daerah dengan 

merumuskan perencanaan pembangunan yang 

berkelanjutan dan mengidentifikasi sumber 

pendanaan untuk pengembangan konservasi 

mangrove termasuk penyusunan proposal, 

evaluasi alternatif pembiayaan, dan 

memfasilitasi akses ke sumber pendanaan.  

Selain itu, tiga lembaga lainnya juga 

berperan penting dalam pengembangan 

konservasi di kawasan mangrove yaitu 

Pemerintah Desa Air Menduyung dan 

masyarakat lokal yang dapat menjadi mitra 

konservasi dari BKSDA Sumsel. Pemerintah 

desa dapat memberikan bantuan sarana 

prasarana dan penegakkan aturan lokal dan 

aktif bersama masyarakat dalam memantau 

dan memelihara ekosistem mangrove. 

Selanjutnya, kelompok masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan mangrove untuk 

kegiatan ekonomi seperti penangkapan biota 

air laut serta membantu mengawasi dan 

melaporkan aktivitas yang merusak kawasan 

mangrove. Peran akademisi juga penting 

melalui penelitian, pengajaran, dan 

pengabdian masyarakat dalam pengembangan 

usaha konservasi mangrove. Kegiatan merdeka 

belajar diharapkan turut membantu 

pengembangan usaha konservasi mangrove 

melalui berbagai input teknologi dan skema 

pendanaan yang ditawarkan. 
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Peran lainnya yaitu LSM yang 

berkontribusi dalam peningkatan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya ekosistem 

mangrove. Lembaga ini dapat 

menyelenggarakan program pendidikan, 

seminar, workshop, dan advokasi untuk 

kebijakan yang mendukung pelestarian 

mangrove. LSM juga terlibat dalam kegiatan 

pengelolaan mangrove secara langsung seperti 

program penanaman, pemantauan kondisi 

lingkungan, dan bekerja sama dengan 

masyarakat untuk mengembangkan usaha 

konservasi mangrove. LSM juga berperan 

dalam pemantauan independen dan 

melaporkan temuan adanya degradasi 

mangrove. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Usaha konservasi mangrove berpotensi 

memberikan manfaat ekonomi mencapai 

Rp2.609.471.451 per tahun. Diperlukannya 

strategi untuk merealisasikan nilai ekonomi 

tersebut dengan meningkatkan sarana 

prasarana, menegakan hukum dan kebijakan, 

meningkatkan kesadaran dan kapasitas 

masyarakat, dan skema pendanaan oleh para 

stkaholder yaitu BKSDA Sumsel, DKP, dan 

Bappeda serta pihak yang berada di sekitar 

kawasan yaitu pemerintah desa dan 

masyarakat Desa Air Menduyung. 

Saran bagi para pemangku kebijakan 

yaitu BKSDA Sumsel, DKP Provinsi, dan 

Pemerintah Desa Air Menduyung perlu 

mengambil langkah yang tegas untuk 

mencegah berkembangnya kegiatan tambak 

dan tambang di sekitar kawasan TWA Air 

Menduyung. Perlu memberikan bantuan 

fasilitasi bagi kelompok masyarakat untuk 

pengembangan usaha konservasi, bantuan ini 

harus dikaji agar dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat secara produktif. Bagi kelompok 

masyarakat diharapkan dapat lebih aktif 

khususnya dalam forum-forum daerah 

pengelolaan ekosistem mangrove. 
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